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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 27/Pdt.P/ 2021/PN.Sbw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri  Sumbawa Besar  yang memeriksa dan mengadili

perkara  permohonan  telah  menetapkan  sebagai  berikut  dalam  perkara

permohonan dari:

ANDI SULMI Tempat  dan  tanggal  lahir:  Berare,  1  Juli

1989/Umur  32  tahun, NIK:5204090107890009,

Jenis  Kelamin  Laki-laki,  Agama  Islam,  WNI,

Pekerjaan  Karyawan  Swasta,  Tempat  tinggal  di

Dusun Sengkal RT002/RW004 Desa Batu Bangka,

Kecamatan  Moyo  Hilir,  Kabupaten  Sumbawa,

selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON  ; 

Pengadilan Negeri tersebut; 

Setelah membaca Surat-Surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi; 

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa  pemohon  dengan  surat  permohonannya

tertanggal  24  Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri  Sumbawa Besar  pada  tanggal  25 Juni  2021  di bawah Register

Nomor : 27/Pdt.P/2020/PN.Sbw. yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai saudara kandung 3 (tiga) orang masing-

masing bernama ; 
I. KURNIAWAN , laki-laki, umur 26 tahun

II. FITRI NOVI RAMDANI, perempuan, umur 17 tahun
III. NINA YULIANA, perempuan, umur, 16 tahun

dengan ayah kandung bernama : ZAINUDDIN ( telah wafat pada

tanggal 10 Mei 2021 ) dan ibu kandung bernama SABARIYAH

( wafat pada tanggal 25 November 2019 ).
2. Bahwa  ayah  kandung  Pemohon   ZAINUDDIN  almarhum   adalah

Pegawai  NEGERI  Sipil  /  unit  kerja  UPT Bina  Marga  dan  Pengairan

Moyo Hilir, sehingga gaji Pensiunynya dari TASPEN Sumbawa BESAR

diterima oleh Jandanya yaitu SABARIYAH ( ibu kandungung Pemohon);
3. Bahwa kini  SABARIYAH  ( ibu kandung Pemohon ) telah wafat, dan

karenanya gaji Pensiun ZAINUDDIN almarhum dari TASPEN Sumbawa

Besar tidak bisa diambil dan diterima oleh FITRI NOVI RAMDANI dan

NINA  YULIANA  karena  masih  dibawah  umur  dan  belum  cakap

melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon memerlukan Penetapan

Wali  Adik  kandung  untuk  menjalankan  kekuasaan  adik  kandung
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Pemohon tersebut dengan Penetapan di Pengadilan Negeri Sumbawa

Besar;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan

Negeri Sumbawa Besar  dapat menerima permohonan ini, dan selanjutnya

dapat menetapkan sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan  permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah secara  hukum Pemohon adalah kakak kandung dari

FITRI NOVI RAMDANI dan NINA YULIANA yang masih dibawah umur

dan belum cakap melakukan perbuatan hukum ;
3. Menetapkan Pemohon sebagai WALI untuk adik kandung bernama FITRI

NOVI RAMDANI dan NINA YULIANA untuk menjalankan kekuasaan adik

kandung  Pemohon  mewakili  mengambil  dan  menerima  gaji  Pensiun

ZAINUDDIN almarhum dari TASPEN Sumbawa BESAR 
4. Menetapkan Biaya menurut Hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon

hadir di persidangan dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan di muka

persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya

Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor:2204/IST/2005 atas nama FITRI

NOVI RAMDANI tertanggal 28 Mei 2005 (P-1);

2. Foto  Copy Kutipan  Akta  Kelahiran  Nomor:12.752/IST/2008 atas  nama

NINA YULIANA tertanggal 23 Oktober 2008 (P-2);

3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor:5204090705120001 atas nama Kepala

Keluarga ANDI SULMI tertanggal 14 Juni 2017 (P-3); 

4. Foto Copy Kartu Peserta TASPEN atas nama ZAINUDDIN tertanggal 25

Mei 1999 (P-4);

5. Foto  Copy Surat  Keterangan  Kematian  Nomor:474.3/2194/VI/2021 dari

Kepala Desa Berare tertanggal 24 Juni 2021 (P-5);

6. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor:5207-KM-18012021-0005 atas

nama SABARIYAH tertanggal 18 Januari 2021 (P-6);

7. Foto Copy Surat  Keterangan Ahli  Waris  Nomor:474/2195/VI/2021 yang

dikeluarkan oleh Kepala Desa Berare tertanggal 22 Februari 2021 (P-7);

8. Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 838 Tahun 2018

tentang Kenaikan Pangkat  Pegawai  Negeri  Sipil  Bupati  Sumbawa atas

nama ZAINUDDIN tertanggal 25 Juli 2018 (P-8);
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9. Foto  Copy  Surat  Keterangan  Belum  Bekerja/Nikah

Nomor:470/2192/VI/2021 tertanggal 24 Juni 2021 (P-9); 

10.Foto  Copy  Surat  Keterangan  Belum  Bekerja/Nikah

Nomor:470/2192/VI/2021 tertanggal 24 Juni 2021 (P-10); 

11.Foto  Copy Kartu  Tanda  Penduduk  NIK:5204090107890009  atas  nama

ANDI SULMI tertanggal 31 Juli 2018 (P-11); 

Setelah  bukti-bukti  surat  dicocokkan  dengan  surat  aslinya maupun

fotokopinya ternyata telah sesuai dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat

dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa   selain mengajukan bukti surat  sebagaimana

tersebut di  atas,  Pemohon di  persidangan juga mengajukan saksi-saksi  di

bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DARMIDIN

- Bahwa  Pemohon  mempunyai  saudara  kandung  3  (tiga)  orang

masing-masing Bernama: 1.KURNIAWAN , laki-laki, umur 26 tahun;

2. FITRI NOVI RAMDANI, perempuan, umur 17 tahun; dan 3. NINA

YULIANA, perempuan, umur 16 tahun;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama ZAINUDDIN (telah wafat

pada tanggal 10 Mei 2021 ) dan ibu kandung bernama SABARIYAH

(wafat pada tanggal 25 November 2019);
- Bahwa  ayah  kandung  Pemohon   ZAINUDDIN  almarhum   adalah

Pegawai NEGERI Sipil / unit kerja UPT Bina Marga dan Pengairan

Moyo  Hilir,  sehingga  gaji  Pensiunynya  dari  TASPEN  Sumbawa

BESAR diterima oleh Jandanya yaitu SABARIYAH (ibu kandungnya

Pemohon); 
- Bahwa kini  SABARIYAH  (ibu kandung Pemohon) telah wafat, dan

karenanya  gaji  Pensiun  ZAINUDDIN  almarhum  dari  TASPEN

Sumbawa  Besar  tidak  bisa  diambil  dan  diterima  oleh  FITRI  NOVI

RAMDANI  dan  NINA YULIANA karena  masih  dibawah  umur  dan

belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Wali  Adik kandung untuk

menjalankan  kekuasaan  adik  kandung  Pemohon  tersebut  dengan

Penetapan di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;

Terhadap  keterangan  saksi  tersebut,  Pemohon  menyatakan  tidak

keberatan dan membenarkannya; 

2. Saksi M SAID MJ

- Bahwa Pemohon mempunyai saudara kandung 3 (tiga) orang masing-

masing Bernama: 1.KURNIAWAN , laki-laki, umur 26 tahun; 2. FITRI
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NOVI RAMDANI, perempuan, umur 17 tahun; dan 3. NINA YULIANA,

perempuan, umur 16 tahun;
- Bahwa  ayah  kandung  Pemohon  bernama ZAINUDDIN  (telah  wafat

pada tanggal 10 Mei 2021) dan ibu kandung bernama SABARIYAH

(wafat pada tanggal 25 November 2019);
- Bahwa  ayah  kandung  Pemohon   ZAINUDDIN  almarhum   adalah

Pegawai NEGERI Sipil  /  unit  kerja UPT Bina Marga dan Pengairan

Moyo Hilir, sehingga gaji Pensiunynya dari TASPEN Sumbawa BESAR

diterima  oleh  Jandanya  yaitu  SABARIYAH  (  ibu  kandungnya

Pemohon); 
- Bahwa kini   SABARIYAH  (ibu kandung Pemohon) telah wafat, dan

karenanya  gaji  Pensiun  ZAINUDDIN  almarhum  dari  TASPEN

Sumbawa  Besar  tidak  bisa  diambil  dan  diterima  oleh  FITRI  NOVI

RAMDANI  dan  NINA YULIANA karena  masih  dibawah  umur  dan

belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Wali  Adik  kandung untuk

menjalankan  kekuasaan  adik  kandung  Pemohon  tersebut  dengan

Penetapan di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;

Terhadap  keterangan  saksi  tersebut,  Pemohon  menyatakan  tidak

keberatan dan membenarkannya; 

Menimbang, bahwa  segala  sesuatu  yang  terjadi  di  persidangan

sebagaimana  tercatat  dalam Berita  Acara  Persidangan,  dianggap  menjadi

bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini; 

Menimbang, bahwa  pada  akhirnya  Pemohon  menyatakan   tidak

mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini dan mohon penetapan; 

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa  adapun  maksud  dan  tujuan  permohonan

Pemohon  adalah  sebagaimana diuraikan di dalam surat Permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-11

dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta-

fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai  saudara kandung 3 (tiga)  orang masing-

masing  Bernama:  1.KURNIAWAN  ,  laki-laki,  umur  26  tahun;  2.  FITRI

NOVI  RAMDANI,  perempuan,  umur  17 tahun;  dan  3.  NINA YULIANA,

perempuan, umur 16 tahun;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama ZAINUDDIN (telah wafat pada

tanggal 10 Mei 2021) dan ibu kandung bernama SABARIYAH (wafat pada

tanggal 25 November 2019);
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- Bahwa ayah kandung Pemohon  ZAINUDDIN almarhum  adalah Pegawai

NEGERI  Sipil  /  unit  kerja  UPT Bina  Marga  dan Pengairan  Moyo  Hilir,

sehingga gaji Pensiunynya dari TASPEN Sumbawa BESAR diterima oleh

Jandanya yaitu SABARIYAH (ibu kandungung Pemohon); 
- Bahwa  kini   SABARIYAH   (ibu  kandung  Pemohon)  telah  wafat,  dan

karenanya gaji  Pensiun ZAINUDDIN almarhum dari TASPEN Sumbawa

Besar  tidak bisa diambil  dan diterima oleh FITRI NOVI RAMDANI dan

NINA YULIANA karena masih dibawah umur dan belum cakap melakukan

perbuatan hukum;
- Bahwa  Pemohon  memerlukan  Penetapan  Wali  Adik  kandung  untuk

menjalankan  kekuasaan  adik  kandung  Pemohon  tersebut  dengan

Penetapan di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa  setelah  Hakim  memperoleh  fakta-fakta  hukum

sebagaimana terurai diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari

fakta-fakta hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon beralasan untuk

dikabulkan atau tidak; 

Menimbang,  bahwa berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang

belum  mencapai  umur  18  (delapan  belas)  tahun  atau  belum  pernah

melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama

mereka tidak dicabut kekuasaannya, sedangkan di dalam Pasal 50 Ayat (1)

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  menyebutkan

bahwa  anak  yang  belum  mencapai  umur  18  (delapan  belas)  tahun  atau

belum  pernah  melangsungkan  perkawinan,  yang  tidak  berada  di  bawah

kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa dengan demikian usia kedewasaan sebagaimana

yang  dimaksud  di  dalam  undang-undang  perkawinan  tersebut  dapatlah

disimpulkan dari  ketentuan Pasal  47 Ayat  (1)  jo.  Pasal  50  Ayat  (1),  yaitu

berada bagi mereka yang memiliki usia di atas 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa  adik  kandung  Pemohon  yang  masing-masing

bernama  FITRI  NOVI  RAMDANI  dan  NINA YULIANA belum termasuk  ke

dalam usia dewasa atau masih di bawah umur dan tidak dapat melakukan

perbuatan hukum, oleh karenanya untuk kepentingan adik kandung Pemohon

yang belum dewasa atau masih dibawah umur tersebut dibutuhkan seorang

wali untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa  dengan  mempertimbangkan  kepentingan  dan

hak-hak  anak-anak  tersebut  dimasa  yang  akan  datang,  maka  sekiranya

adalah pantas untuk menunjuk seorang wali untuk mewakili kepentingan adik
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kandung  Pemohon  yang  masing-masing  bernama  FITRI  NOVI  RAMDANI

dan  NINA  YULIANA  dihadapan  hukum,  dalam  hal  ini  khusus  untuk

mengambil  dan  menerima  gaji  Pensiun  (Alm)  ZAINUDDIN  dari  TASPEN

Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa  berdasarkan  pada  pertimbangan-pertimbangan

diatas,  maka  dapatlah  disimpulkan  bahwa  permohonan  Pemohon terbukti

beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, oleh karena itu

permohonan tersebut haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,

maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan pada pemohon;

Mengingat, Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan  serta  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan

perkara ini; 

M E N E T A P K A N  

1. Menerima dan  mengabulkan  permohonan  PEMOHON untuk

seluruhnya; 

2. Menyatakan  bahwa  adik kandung  Pemohon  yang masing-

masing bernama  FITRI  NOVI  RAMDANI  dan  NINA YULIANA adalah

masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum; 

3. Menetapkan Pemohon  sebagai  wali   untuk adik kandung

Pemohon  yang masing-masing bernama  FITRI  NOVI  RAMDANI  dan

NINA YULIANA khusus untuk  mengambil dan menerima gaji Pensiun (Alm)

ZAINUDDIN dari TASPEN Sumbawa Besar;

4. Membebankan  biaya  yang  timbul  dalam  permohonan  ini  kepada

Pemohon sebesar Rp330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah); 

Demikianlah  ditetapkan pada Hari Selasa, Tanggal 6 Juli 2020  oleh

I  GUSTI  LANANG  INDRA  PANDITHA, S.H., M.H., sebagai  Hakim

Pengadilan  Negeri  Sumbawa Besar dan pada hari  itu  juga penetapan ini

telah  diucapkan  dalam  sidang  yang  terbuka  untuk  umum  oleh  Hakim

tersebut,  dengan  dibantu  oleh  ABDUL  GAFUR, S.H., sebagai  Panitera

Pengganti  pada  Pengadilan  Negeri  Sumbawa  Besar serta  dihadiri  oleh

PEMOHON; 

Panitera Pengganti,                                            H a k i m,

t.t.d/                                                             t.t.d/

ABDUL GAFUR, S.H.                      I GUSTI LANANG INDRA P., S.H., M.H.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

     

 Perincian Biaya :

- PNBP Pendaftaran : Rp   30.000

- ATK : Rp   50.000

- Biaya Panggilan : Rp 200.000

- PNBP Panggilan : Rp   10.000

-

-

Sumpah

Meterai

:

:

Rp

Rp

  20.000

  10.000

- Biaya Redaksi : Rp   10.000

Jumlah : Rp 330.000

                 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)
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